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Nomor . 097-1/SEK/KU.01/3/2013 Jakarta, 1 Maret 2013
Lampiran  : Satu set
Hal . Himbauan Terkait Gratifikasi

Kepada :

1. Yang Mulia Para Pimpinan Mahkamah Agung R,
2. Yang Mulia Para Hakim Agung Mahkamah Agung R,
3. Para Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung R,
5. Para Pejabat Eselon | Mahkamah Agung RI,
6. Para Pejabat Eselon Il Mahkamah Agung R,
7. Para Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI;
8. Para Pejabat Eselon Il dan IV Mahkamah Agung RI,
9. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
10. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
. Di-

Tempat.

Melaksanakan arahan yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI,
bersama ini kami sampaikan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor B.143/01-13/01/2013, tanggal 21 Januari 2013, perihal tersebut
diatas, dengan harapan kiranya surat tersebut agar dapat dijadikan

pedoman dan diteruskan pada lingkungan satuan kerja masing-masing.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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KOWMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK SNDONESIA

Nomor - B. W% /01-13/0172013 &L Januar 2013
Sifat : Biasa .

. ampiran D -

Hal - Himbauan Terkait Grafifikasi

Kepada Yth:

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggl Negara
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 1l

Para Ketua Komisi

Jaksa Agung Rl

Kepala Kepofisian Rl

Panglima TNt

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kemenierian
Para Gubernur/Bupati/Walikota '
. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Koia
10.Para Direksi BUMN/BUND

11.Para Ketua Umum Pariai Politik

42. Para Pimpinan dari sektor swasta

13. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
14.Para Pimpinan Media Massa

15. Para Pimpinan Perguruan Tingg

16, Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat.

o N W

Dalam rangka upaya pencegahan findak pidana korupsi, Pimpinan Komisi Pemberantasan

Komupsi menghimbau kepada Saudara dan mohen agar Saudara dapat meneruskan himbauan ini

kepada pejabat dan pegawat di lingkungan kerja masing-masing unuk:

N

2)

3)

Tidak menerimaimemberikan gratifikasi yang verhubungan dengan jabatannya dan berdawanan

dengan kewajiban atau fugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

5001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 4899 fentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, seperti: _

a. uangibarangffasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi ke‘bijakanfkeputusan}'peﬂa‘kuan
pemangku kewenangarn, .

b. uang/barang/fasilitas lainnya perapapun nilainya dalam sefiap pelayanan terkait dengan
tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;

¢. uangfbarangfiasiiitas lainnya bagi pegawai/pengawasfiamil selama kunjungan dinag; dan -

d. uanglbarang/fasilitas lainnya dalam proses peneramaan!promos‘:imutasi pejabat/pegawai.
Membangun iata kelola pemerintahan dan korporast yang baik {Good Government Gov,émance
dan Good Corporate Governance) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan
pengendalian grafifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan
fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing. :

Melaporkan setiap penefimaan gratifikast yang berhubungan dengan jabatannyg dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 {tiga puluh) han kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. :

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi
yang berhubungan dengan jebatanriya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 {empat)
tzhun dan paling lama 20 {dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00
{dua ratus juta rupizh) dan pating banyak Rp1.000.000.000,00 {satu miliar rupiah) sesusi pasal

jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Telp. {62-21) 2557 8300 Fax. {62-21) 5289 2456 hitp:/Awww.kpk.go.id




12 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tenfang Perubshan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun gratifikasi yang tidak perla dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal:
diperoleh dari hadiah langsungfundian, diskonfrabat, voucher, point rewards, atau souvenir
yang berlaku secara umurmn dan fidak terkait dengan kedinasan;,

b.  dipercleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/periombaan/kompetisi)
dengan biaya sendir dan tidak terkait dengan kedinasan;

¢. diperoleh dar keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham
pribadi yang berlaku secara umum dan fidak terkait dengan kedinasan;

d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang fidak terkait dengan tupoksi

dari pegawal negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan
: kode elik pegawai, dan dengan ijin terfulis dari atasan langsung;

e. d})“éroteh dan hubungan keluarga sedarah dalam gards kelurunan lurus dua cierajat atau
dalam gans keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyal kondlik
kepentingan dengan penerima gratifikask;

. diperoleh dar hubungan keluarga semenda dalam gars keturunan Jurus satu derajat atau
dalam garis kefurunan ke samping satu deragjat sepanjang tidak mempunyai konfik
kepentingan dengan penerima gratifikasi;

g. dipercleh dari pthak yang mempunyal hubungan keluarga sebagaimana pada huraf f dan g
terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tashun, kegiatan
keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan
dengan penerima gratifikasi;

h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak
yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

i. diperoleh dan kegiatan resmi kedinasan seperii rapat, seminar, workshop, konferensi,
pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berleka secara umum berupa seminar kits,
sertifikat dan plakat/cinderamata; dan

J.  diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan
dan minuman yang berlaku umum.

4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan danfatzu

penerimaan grafifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudsh busuk atau rusak, seperti
bingkisan makanan dan buah.
Yang dimaksud dengan gralifikasi dalam kedinasan adalah hadiahffasilitas tesmi  dari
penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suaty
kegiatan fertentu, sebagai penghargaan atas keikuisertaan atau kontribusinya dalam kegiatan
fersebui, seperti honerarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak
penyeienggara kegiatan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dapat diakses melalui www.kpl go.id/gratifikasi.
Demikian untuk menjadi perhafian dan atas kerja sama vang baik diucapkan terima kasth.

Tembusan Yih:
- Presiden Rl




